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ABSTRAK 

 

 

Pardi Sandi/222016121/2020/Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berbasis Website Dalam Meningkatkan Good Governance Provinsi Se-Sumatera. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Daerah Berbasis Website Dalam Meningkatkan Good Governance Provinsi Se-

Sumatera.Tujuannya untuk mengetahui tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Daerah Provinsi Se-Sumatera.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.Hasil analisis 

menunjukan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi 

Se-Sumatera masih sangat sedikit yaitu 15%. Pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan tingkat 

transparansi tertinggi yaitu 46,67%. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, 

dan Provinsi Bangka Belitung meendapatkan tingkat transparansi terendah yaitu 0%. 

 

Kata kunci : Transparansi Pengelolaan Keuangan, Good Governance 
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BAB I 

        PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih untuk menciptakan masyarakat adil, 

makmur dan sejahtera adalah amanat UUD 1945.Pemerintah harus menjalankan 

segala kegiatan pemerintahan dengan baik dan bersih agar dipercaya oleh 

masyarakat.Dalam tata kelola pemerintah yang baik, mensyaratkan adanya 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan 

kebijakan publik.Karenanya untuk mewujudkan good governance pada tahun 

2008, disahkanlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik.Yang mana undang-undang tersebut merupakan legal standing 

bagi publik untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi publik, 

serta kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap. 

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang keterbukaan 

informasi publik. 

Transparansi merupakan isu utama dalam pemerintahan yang 

demokratis.Pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada 

publik guna meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak 

informasi mengenai anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat 

dibutuhkan dalam rangka fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan 
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penyalahgunaan sumber daya publik yang akan berakibat pemborosan. Untuk 

menjalankan
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pemerintahan yang baik harus diikuti dengan adanya pemenuhan prinsip 

keterbukaan informasi , karena tujuan ketersediaan informasi publik ialah untuk 

mewujudkan pemerintahan yang terbuka merupakan indikator utamapada 

penerapan transparansi pada website. 

Governancemerupakan suatu konsepsi pengelolaan organisasi dalam lingkup 

luas (macro-organizational) tidak seperti manajemen yang lebih berfokus pada 

internal organisasi saja (micro-organizational).Governance melibatkan institusi 

lain dan peran masyarakat untuk mengontrol organisasi agar transparan, akuntabel, 

efisiensi, efektif dan berkinerja tinggi (Mahmudi, 2016:28). 

Good Governance adalah Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan 

yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan 

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan 

korupsi baik secara politik maupun administrative (Mardiasmo, 2009:18). 

Good Governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat 

menjamin kepentingan pelayanan public secara seimbang dengan melibatkan 

kerjasama antar semua komponen pelaku Negara, masyarakat, lembaga-lembaga 

masyarakat dan pihak swasta (Dedi, 2000:1). 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang dicapai (Loina , 2003:14). 
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Transparansi adalah Informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaran badan publik 

lainnya sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Bappenas RI dalam buku pedoman penguatan pengamanan program 

pembangunan daerah, Bappenas dan Depdagri 2002 transparansi adalah prinsip 

yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. 

Pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik semakin 

ditegaskan dengan terbit Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dinyatakan bahwa badan publik 

wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik yang 

dimaksudkan adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait 

serta informasi mengenai laporan keuangan. Pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik juga ditekankan kewajiban 

badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak 

menyesatkan.Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu 

indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana 
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korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan 

daerah menyatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.  

Undang-undang Pasal 283 Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan 

daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah adalah 

efisiens, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.Hal ini 

menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen 

penting dalam mewujudkan tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat. 

Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam 

sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun 
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atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu 

halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut dengan hyperlink. 

Sedangkan teks yang dijadikan mediap penghubung disebut hypertext (Yuhefizar, 

2009:2). 

Website adalah rangkaian atau sejumlah halaman di internet yang memiliki 

topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi. Website merupakan 

miniatur dan representasi dari perorangan, lembaga, organisasi, ataupun 

perusahaan yang bersangkutan. Website memberikan informasi, gambaran, serta 

visualisasi orang/lembaga yang membuatnya. Website bisa dibuat dengan tujuan 

apa saja, tergantung pemiliknya apapun yang dimimpikan bisa dituangkan dalam 

bentuk website (Taufik, 2014:5) 

Website merupakan sebuah halaman berisi informasi yang dapat dilihat jika 

komputer anda terkoneksi dengan internet. Dengan adanya website, semua orang 

didunia bisa mendapatkan dan mengelola informasi dengan berbagai sumber yang 

tersedia diintenet. Website sendiri saat ini bisa memuat berbagai macam media, 

mulai dari teks, gambar, suara, bahkan video (Wahana Komputer, 2010:1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini dokumendari 

setiap tahap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, Tahap Perencanaan : 

Ringkasan Dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Ringkasan Dokumen 
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Prioritas dan Plafon Anggaran, Ringkasan Dokumen RKA-SKPD, Ringkasan 

Dokumen RKA-PPKD, Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang  

APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran APBD, Ringkasan DPA SKPD dan DPA SKPD.Tahap Pelaksanaan : 

Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Realisasi Pembiayaan 

Daerah, Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD, Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

APBD, Ringkasan RKA Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan, SK 

Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keungan Daerah.Tahap Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban : Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, 

Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Laporan Realisasi 

Anggaran Seluruh PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan 

BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan 

Pemerintah Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan 

Opini BPK RI. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Toni danKhamisah (2016).Hasil 

penelitian secara keseluruhan, kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki 

tingkat transparansi yang cukup rendah.Hasil pengategorian tingkat keterbukaan 

informasi public menurut Ope Budget Index (OBI) menunjukan pemerintah daerah 

di Provinsi Lampung berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient) 

karena memiliki indeks dibawah 20%. 
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irwan dan Syamsul (2016). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan 

daerah masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%.  

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rizki dan Darwanis (2019). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa :Rata-rata tingkat transparansi keuangan daerah 

di Indonesia berdasarkan 224 Kabupaten/Kota yang diteliti adalah 10,85. Nilai 

tertinggi indeks transparansi keuangan daerah didapatkan oleh Kabupaten Natuna 

dengan nilai indeks transparansi keuangan daerah 71. Nilai terendah indeks 

transparansi keuangan daerah adalah 2,09. Nilai indeks transparansi keuangan 

daerah terendah didapatkan oleh 48 kabupaten/kota di Indonesia dari 224 

kabupaten/kota di Indonesia yang dijadikan sampel.Kekayaan pemda memiliki 

hubungan yang sangat rendah dengan tingkat transparansi keuangan daerah yang 

diterima pemerintah kabupaten/kota.Opini BPK memiliki hubungan yang sangat 

rendah dengan tingkat transparansi keuangan daerah yang diterima pemerintah 

kabupaten/kota 

Berikut ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang ada di 

website dapat dilihat pada tabel I.1 : 

Tabel I.1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Sumatera 

No Provinsi Ada Tidak Ada 

1 Sumatera Utara    

2 Sumatera Selatan    

3 Sumatera Barat    

4 Aceh    

5 Lampung    
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6 Bengkulu    

7 Jambi    

8 Riau    

9 Kepulauan Riau    

10 Kepulauan Bangka Belitung    

Sumber : Penulis, 2020 

Berdasarkan Tabel I.1 transparansi keuangan pemerintah daerah se-semutera 

belum sepenuhmya trasnparan, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah hanya 5 Provinsi yang memberikan informasi keuangan yang transparan 

kepada publik. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau dan Kepulauan 

Bangka Belitung. Sedangkan, Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Jambi 

dan Kepulauan Riau belum memberikan informasi keuangan yang transparan.  

Sehinggan melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik dengan sanksi dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana tingkat transparansi 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan good governance. 

Adanya keterbukaan ini, akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, 

mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah yang terbuka 

sangatlah baik untuk dilaksanakan, pemerintah yang tidak transparan cenderung 

akan menuju kepada pemerintahan yang korup karena akan memudahkan bagi 

segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana 

korupsi. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berbasis Website Dalam Meningkatkan Good Governance Provinsi Se-Sumatera”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah trasnparansi pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah berbasis website dalam meningkatkan good 

governanceProvinsi Se-Sumatera? 

 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan dari perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis 

website dalam meningkatkan good governance ProvinsiSe-Sumatera. 

 

D. Manfaat Masalah  

 Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bukti empiris yang ada tentang transparansi pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah berbasis website dalam meningkatkan good governance 

Provinsi Se-Sumatera. 
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2. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang transparansi 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website dalam 

meningkatkan good governance Provinsi Se-Sumatera. 

3. Bagi Almamter. 

Hasil penelitian tentang transfaransi pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

berbasis website dalam meningkatkan good governance Provinsi Se-Sumatera, 

diharapkan dapat menjadi refrensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, 

serta dapat menjadi acuan dan kajian bagi penulis dimasa yang akan datang. 
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